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PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG

NOMOR 5¢ TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

1.

Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1091);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lemb.oan Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
REJANG LEBONG

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ppati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong,

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Rejang Lebong,

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD,
dinas daerah, lembaga teknis daerah. kecamatan, dan kelurahan.

Sekretaris Daerah adalah Sckretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Rejang Lebong.
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Sekretar; : . ,

Sckrcm?i‘;::' ‘&lidlnnﬂ. Sub Bidang, Sub Bagian, Unit Pelaksana Teknis adalah
. voAldang, Sub Bidang, Sut ' alcaans ) &

Badan Pengelolaan Keuan f, Sub Bagian, Unit Pelaksana Teknis pad

fan Dacrah Kabupaten Rejang Lebong.
ang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
enuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
jabat !)cml)inu kepegawaian untuk menduduki jabatan

Pegawai Negeri Sipi y
Indonesia yang meme
secara tetap oleh pe
pemerintahan.
Jabatan Fungsional adalah sckelomyp s
berkaitan dengan pelayanan fungsions
keterampilan tertentu.

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam
rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

¥ jabatan yang berisi fungsi dan tugas
il yang berdasarkan pada keahlian dan

BAB 11
KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A merupakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang pendapatan serta bidang pengelolaan keuangan
dan aset daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A yang menyelenggarakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan serta bidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mendapat tambahan 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang
berlaku bagi Dinas/Badan lain.

Pasal 3

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati

dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang

pendapatan serta- bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang

menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada

Daerah. -

Badan Pengeiolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.

‘' BABIII
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :
Kepala Badan;
Sekretariat;
Bidang Anggaran,
Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi;
Bidang Akuntansi;
Bidang Aset;
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g. Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
) \ .

h. Bidang Penagihan dan Pendapatan,

i, Unit Pelaksana Teknis; dan

j. Kelompok Jabatan Fungsional,

Pasal 5

(1) Badan Pengelolaan Keuangan Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf a, dipimpin °‘?h chm'a Badan yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui‘Sekretaris Daerah.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dipimpin oleh

Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan.

‘ (3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢, d, e, f, g dan h

dipimpin oleh Kepala Bidang yang beyada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

(4) Unit Pelaksana Teknis scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i
dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 6

(1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin,
mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah lingkup pengelolaan keuangan, Pendapatan dan aset daerah yang
meliputi bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, aset, pendaftaran dan
pendataan, dan penagihan dan pendapatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Badan mempunyai fungsi :

a.

b-.!

i

SR

perumusan dan penetapan visi dan misi, rencana strategis dan rencana
kerja Badan untuk mendukung visi dan misi Daerah;

penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan
lingkup bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-
Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional,

pembinaan administrasi perkantoran;

pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang
pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah serta pelaksanaan
hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam
rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;

pembinaan dan pengembangan karir pegawai Badan;

pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
melaksanakan tugas dan fungsi selaku PPKD sesuai peraturan yang
berlaku,;

melaksanakan tugas dan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah sesuai
peraturan yang berlaku;

menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah, dengan cara
menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD dan PPKD;

penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan (SKPD dan
PPKD) sesuai peraturan yang berlaku;

menyusun RKA/DPA/DPPA Badan ( SKPD dan PPKD );
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m. gmnl)c_n;m lnpgmn pertanggungjawaban tugas Badan dan PPKD kepada
upati melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai
ketentuan yang berlaku;

mMENyUsun rencana, program, dan kebijakan pembangunan dibidang
Pendapatan Daerah;

n.

pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
tugas bidang Pendapatan Daerah; dan

p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat ’
Pasal 7

-

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan
mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan
dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian,
perencanaan dan pelaporan, serta keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagailuana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat
mempunyai fungsi:

/ ~a. pengkoordinasian  penyusunan dan perumusan bersama kebijakan,

petunjuk teknis dan rencana strategis Badan serta menggkoordinasikan
tugas bidang-bidang; \ .

b. pengkoordinasian penyusunan visi dan misi Badan, program kerja,
rencana strategis dan rencana kegiatan Badan;

J ¢. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;

_ d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian
konsep naskah Badan dan produk hukum lingkup Badan, '

. e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian
Badan;

y f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja
tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan
pemeliharaan barang inventaris Badan;

. g. memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun
operasional dan mendistribusikan kepada para Kepala Bidang, Kepala
Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, pejabat fungsional lainnya dan staf
pelaksana Badan,;

. h. mengkoordinir berkenaan dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan

, memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi, instruksi,
produk hukum, nota Badan dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas pada Bidang-Bidang;

v i. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;

j. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas
bawahan;

k. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan
kegiatan Badan secara berkala;

“ 1. mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola surat Badan, arsip
naskah Badan, dokumen, data pegawai serta melaksanakan pembinaan
pegawai,

m. mengontrol penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah tangga,
pemeliharaan serta inventarisasi barang Badan,;

v n. mewakili Kepala Badan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apabila
Kepala Bacan sedang dinas luar atau berhalangan atau atas arahan
pimpinan;

~ 0. mengontrol penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah tangga,
pemeliharaan serta inventarisasi barang Badan;

p. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan untuk
dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Badan;
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q. menyusun d

r.

p 'an menyampaikan laporan keuangan Badan ( SKPD dan
PPKD) sesyaj peraturan yang bcrlnkpu; . (

meneliti o :

kepada pin: ll’]in!nnx?{m'rxnr scap naskah Badan yang akan disampaikan
‘ alk untuk dj i ;

masukan atau Derm ditandatangani atau sebagai bahan laporan,

intaan arahan, kecuali naskah y. i i
dan/atau  pada gant n yang bersifat rahasia

ditindaklanjuti; dan
pelaksanaan fungsi lain
tugas dan fungsinya.

yang tidak memungkinkan serta mendesak

yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan

Pasal 8

(1) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
c. ‘

Sub Bagian Keuangan dan Aset.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(1)

(2)

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam
melaksanakan Pelayanan Umum, tata usaha dan administrasi kepegawaian
lingkup Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan rencana Kkegiatan Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian,;

b. pelaksanaan pelayanan tata usaha;

C.

f.

g.

penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang

perlengkapan Badan,; \ )
gd. gpemeliha_raan, pengendalian, pemanfaatan barang inventaris Badan;

mendata dan menginventarisir barang inventaris atau aset Badan;
pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai
Badan; v

penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan
kenyamanan ruangan perkantoran Badan,

h. mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola surat-surat Badan,

i.

j.

arsip naskah Badan, dokumen, data pegawai serta melaksanakan
pembinaan pegawai;

menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan untuk
dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Sekretariat;

menyiapkanr bahan-bahan pemeriksaan atas tugas dan fungsi pada Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Persncanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam
melaksanakan pendataan rencana program dan kegiatan serta penyusunan
laporan Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :
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(1)

(2)
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PeNYusunan Renstra dan Renja Badan;,

menghimpun men : ;
: -‘01ah € an dne am
rencana kegintan Bf;d dan menylapk bahan progr kerja dan

ada di ‘i“!}kungan Bnd?x:- berdasarkan data bahan dari unit kerja yang
menghimpun, mengolah d N
dan keuangan kepiatan Bim menyusun LAKIP, LKPJ dan laporan fis

o adan berdasarkan data bahan dari unit kerja
yang ada di lingkungan Badan;
penyusunan bahan evalyasi

dan monitoring program dan kegiatan
Badan,

penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan
program dan kegiatan Badan;

menyiapkan ' data pejabat yang wajib meriyampaikan LHKPN di
lingkungan Badan dan menyampaikannya sesuai dengan Peraturan
Perundangan yang berlaku;

menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan untuk
dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Sekretariat;

menghimpun dan menyiapkan rancangan Prosedur Tetap/Standard
Operating Procedure (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan
Badan;

menyiapkan bahan-bahan pemeriksaan atas tugas dan fungsi pada Sub
Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;

menghimpun dan merekap usulan perencanaan dan pelaporan Badan;
dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) huruf ¢, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan
penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan keuangan
lingkup Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

a.

b.

c.
d.

—_.

~

penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan
Aset ; '

melaksanaan tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD
sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Badan;
penyusunan laporan keuangan Badan selaku PPK sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bekerjasama dengan Bidang Anggaran dalam hal menghimpun dan
menyusun RKA, DPA dan DPPA anggaran Badan dan PPKD;

pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Badan;

menyiapkan rancangan Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP)
berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah; .
menyiapkan bahan-bahan pemeriksaan atas tugas dan fungsi pada Sub
Bagian Keuangan dan Aset ; '

menyiapkan bahan dan imenyusun rencana anggaran kegiatan untuk
dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Sekretariat;
mengumpulkan  bahan dalam rangka penyeragaman sistem
pentausahaan, inventarisasi, dan laporan akutansi barang pada bidang di
lingkungan Sekretariat Badan;

mengumpulkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan
koordinasi, pembinaan, perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, dan
akutansi, barang pada bidang di lingkungan Sekretariat Baddn;
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(1)

(2)

(1)

(2)

Inventarisagi ; ! o~ .
Badan; '5asi dan akutansi barang pada bidang dilingkungan Sekretariat

m. mengumpulkan, men . : i erencanaa
kenutahan barang, ganalisis, mengevaluasi, dan menyusun p

kebutuhan pemeliharaan dan penghapusan barang

L. mclaksanakan k

oordinasi, pembinaan, perencanaan, penatausahaan,

dilingkungan Sekretaria
n. pelaksanaan fungsi |aj
tugas dan fungsinya,

t Badan; dan
n yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan

Bagian Ketiga
Bidang Anggaran
Pasal 12 «
Bidang Anggaran mempunyal tugas membantu Kepala Badan dalam
memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan
teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Badan yang meliputi menyusun kebijakan teknis di bidang anggaran,
menyusun dan mengendalikan RAPBD, menyusun dan mengendalikan
perubahan  APBD, mengesahkan  DPA-SKPD, dan  DPPD-SKPD,
pengkoordinasian penyusunan APBD dan perubahan APBD.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Anggaran mempunyai fungsi: .
merumuskan dan menyusun kebijakan teknis dibidang Anggaran;
membuat pedoman penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
menyusun RAPBD dan Perubahan RAPBD;
menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
melaksanakan bimbingan teknis implementasi paket regulasi pengelolaan
keuangan daerah;
melakukan sosialisasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah;
penyusunan pedoman pelaksanaan APBD;
menyusun analisa standar biaya dan standar satuan harga;
meneliti dan mengesahkan DPA-SKPD, DPPA-SKPD dan DPAL;
melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
menyiapkan bahan-bahan pemeriksaan atas tupoksi bidang;
menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan untuk
dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Bidang; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan
tugas dan fungsinya.

RSORS00 00 o p

8

Pasal 13

Bidang Anggaran, terdiri dari:

a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;

b. Sub Bidang Pengendalian dan Pengesahan Anggaran; dan

¢. Sub Bidang Pembiayaan.

Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 14

Sub Bidang Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan, merumuskan dan
menganalisa data serta penyusunan kebijakan teknis dalam penyusunan
anggaran. ’

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis penganggaran;

b. membuat pedoman penyusunan RAPBD dan perubahan RAPBD;

8

Dipindai dengan CamScanner



l’gg;}ﬁ"llsun RAPB,D dan Perubahan RAPBD;
aksanakan bimbingan teknis implementasi paket regulasi pengelolaan

keuangan dacrah;

mckﬂml;z!l S?s{alisgsi_pakct regulasi pengelolaan keuangan daerah; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan
tugas dan fungsinya,

Pasal 15

(1) Sub Bidang Pengendalian dan Pengesahan Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan
menganalisa data penyusunan kebijakan teknié pengendalian dan

pengesahan anggaran.

(2)

a.

tho o o

®

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bidang Pengendalian dan Pengesahan Anggaran mempunyai fungsi :

merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian dan

pengesahan anggaran,
menyusun pedoman pelaksanaan APBD;

menyusun analisa standar biaya dan standar satuan harga;
meneliti dan mengesahkan DPA-SKPD, DPPA-SKPD dan DPAL;

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk pengendalian

pelaksanaan anggaran kas; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c,
mempunyai tugas mengumpulkan dan menganalisa data penyusunan

kebijakan teknis pembiayaan. _
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Pembiayaan mempunyai fungsi :

Trpeme o o

perumusan dan penyusunan kebiiakan teknis pembiayaan;
menyusun anggaran penerimaan pembiayaan;

menyusun anggaran pengeluaran pembiayaan;
menyusun proteksi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;

menyusun kebijakan pembentukan dana cadangan;

menyusun kebijakan pinjaman daerah;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman daerah;
menyusun kebijakan penyertaan modal pemerintah daerah;

menyusun kebijakan pemakaian kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan

tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat

Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi
Pasal 17

(1) Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai tugas membantu Kepala

Badan dalam memimpin, mengendalikan,

dan mengkoordinasikan

perumusan Kkebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Badan yang meliputi belanja dan pembiayaan serta

pengelolaan kas daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai fungsi :
a. merumuskan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran

kas;
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b. pelaksana
SAanaan pe Y 1ed \ ’
daerah van l] mbukuan dan adminiatraai penerimann dan pengeluaran
S ANR berupa kas dan vang eetara kas,

c. pelaksanaan )

:‘t‘ml\.\\ aran at dan  pengendalian penerimaan, penyimpanan dan
i, pe weelolaan as beban tekening kas umum daerah; ,
d. pengeloi Wtang dan piutang daerah:

L penvusSuUNan petuniuk telee: '
% {““k"‘“"“ d“:!‘ﬂnm:tl-lk teknis dan pembinaan administrasi keuangan yang,
> < » -
penerimaan dan pengeluaran kas;

akuan rekonsiliasi ’

f. mc}ﬂh . Lol tu M‘id(‘"ﬂan Bank selaku pemegang Kas Daerah;

g melaksanakan tgas dan fungsi selaku Kuasa BUD sesuai peraturan yang
berlaku;

h. n?cn.\-iapkan bah.zm 'dan menyusun rencana anggaran kegiatan untuk
dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Bidang;

i. penyiapan bahan lzlipo.ran pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi, terdiri dari :
a. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah;
b. Sub Bidang Belanja Langsung dan Pembiayaan; dan
c. Sub Bidang Verifikasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 19

(1) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang
melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan belanja tidak langsung dan kas
daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bidang Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah mempunyai fungsi :

a. meneliti dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan
penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum
daerah;

b. menyusun anggaran kas;

c. meneliti dan memberikan pe nbebanan rincian penggunaan atas
pengesahan SPJ Gaji;

d. melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan
pungutan pihak ketiga,

e. meneliti kelengkapan dokumen dan penerbitan surat keterangan
pemberhentian pembayaran;

f. melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan
pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas dalam bentuk
buku kas;

g. memeriksa, menganalisis dan mengevaluasi pertanggungjawaban
pendapatan/penerimaan kas;

h. menyusun dan penyediaan laporan penerimaan dan pengeluaran kas;
melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait
dalam rangka penyusunan posisi kas; '
melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah

—

J.
melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah;
k. melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah;
. menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan

tugas dan fungsinya.
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Dipindai dengan CamScanner



} Pasal 20
(1) Sub Bidang Belan;
dalam Pasal 18 nj,‘:“ Lﬂm‘,sl\m[z[dl;m Pembiaya
melaksanakan kebijaka uruf b, mem
an o
pembiayaan. teknis d
(2) Untuk melaksanakan tu
: y Bas schapaj :
Bidang Belanja Langsung dan P:xl;:ﬁ:lf“ﬂnn dxmaksuq pada ayat (1), Sub
a. melaksanakan register atng ur;ta;: .mcr;p““ya‘ fungsi :
Perintah Pencairan Dana (Spyp 1, anzlné?( pDN_'““bayaf (SPM) dan Surat
b. melaksanakan pengendali '
SPM: pensg AN atas pagy anggaran dqn meneliti dokumen
c. melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daf '
'y " tar tar S -
d. meneliti dan memberikan Pembebanan :mciz;nggngu?agﬂ atas
pengesahan SPJ non Gaji;
e. melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kag berdasarkan SP?
SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendaliansalf.as D desges
f. melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta
melakukan pembinaan perbendaharaan terhadap SKPD; dan ‘
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan
tugas dan fungsinya.

an sebagaimana dimaksud
pupyai tugas membantu Bidang
an  kegiatan belanja Langsung dan

Pasal 21

(1) Sub Bidang Verifikasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas
membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan verifikasi
belanja tidak langsung dan belanja langsung.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
?idang Verifikasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung mempunyai
ungsi:

a. menerima, memeriksa dan meneliti surat pertanggungjawaban (SPJ)
fungsional dari bendahara pengeluaran seluruh SKPD;
b. merekap dan mencatat surat pertanggungjawaban (SPJ) fungsional dan

membuat bukti rekonsiliasi surat pertanggungjawaban (SPJ) fungsional
dari bendahara pengeluaran seluruh SKPD;

c. menerima dan memeriksa SPJ fungsional dari bendahara pengeluaran
seluruh SKPD;

d. merekap SPJ Fungsional penerimaan dari seluruh SKPD;

e. memberikan pembinaan teknis kepada bendahara penerimaan dan
pengeluaran;

f. menyusun petunjuk teknis penatausahaan SPBD;
menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan
SP2D; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Akuntansi
Pasal 22

(1) Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan
teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan
yang meliputi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi serta neraca daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Akuntansi mempunyai fungsi :

11
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h_\_;

Perumusan
rosedur pena .
PeNYUsunan ke penatausahaan keuangan daerah;

akan akuntansi d d : sahaan:

elaksa ansi dan pedoman teknis penatausahaan;
P ertan n:;‘m, Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan
gclaksagtgnazﬁawabban pelaksanaan APBD;

Pembinaan t ; .

laporan keuangan daerah;c knis penatausahaan, pertanggungjawaban dan
perumusan petunjuk teknis serta ’ — bidan
tugasnya; rencana strategis sesuai lingkup bidang
melakukan konS(?lldaSi laporan keuangan SKPD /PPKD menjadi laporan
keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta melakukan koordinasi dan
kerjasama dengan SKPD/BUMD terkait:

menyusun Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Bupati tentang

Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya,;

an%nyiapkan bahan-bahan pemeriksaan atas tugas dan fungsi Sub
idang;

mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan tugas dan fungsinya

serta memberikan alternatif pemecahan masalah; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan

tugas dan fungsinya.

\

Pasal 23

(1) Bidang Akuntansi, terdiri dari :
a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
b. Sub Bidang Akuntansi Belanja; dan

C.

Sub Bidang Akuntansi Pelaporan.

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 24

(1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan pelaporan pendapatan daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bidang Akuntansi Pendapatan mempunyai fungsi :

a.

b.
c.

-

i

~

menyiapkan bahan pendukung dan menyusun Laporan LRA, Neraca, LO,
LPE, LPSAL, LAK dan CalK; '
menyiapkan data dan dokumen berkenaan dengan pendapatan daerah;
menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penatausahaan
keuangan daerah;

melakukan evaluasi dan mengidentifikasi permasalahan berkaitan
dengan laporan keuangan SKPD serta memberikan alternatif pemecahan
masalah;

melaksanakan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban fungsional dan
Laporan Realisasi Anggaran pada SKPD;
menyiapkan  bahan  penyusunan laporan
pelaksanaan APBD pada SKPD;

melaksanakan rekonsiliasi dan konsilidasi laporan keuangan pada SKPD;
melaksanakan konsolidasi/rekonsiliasi laporan keuangan dengan BUMD;
melaksanakan pembinaan teknis penatausahaan keuangan daerah;
menyiapkan bahan pemberian peringatan/teguran atas keterlambatan
penyampaian laporan pertanggungjawaban fungsional;

menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Keuangan dan Barang
Milik Daerah;

pertanggungjawaban

12
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(1)

(2)

m. menviapkan bal

. menyusun Ry

Ancangan Per i
Pertanggung ! erda dan Rancangan Peraturan Bupati tentang

lawaban Pelaksanaan APBD;

lan sisdur ak AN penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah
Gai 316 akuntansi Pemerintah Daerah:
n. menyiapkan bahan.y '

. ahan pemeriksaa G i Sub
Bidang; dan p n atas tugas dan fungsi Su
0. pelaksanaan fungsi lain

. yYang diberik ala Bi : ’
tugas dan fungsinya, g rikan oleh Kepala Bidang terkait dengan

Pasal 25

Sub Bidang Akuntansi Belanja sebagaimana dimakstid dalam Pasal 23 ayat

(1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan belanja daerah,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bidang Akuntansi Belanja mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan pendukung dan menyusun Laporan LRA, Neraca, LO,
LPE, LPSAL, LAK dan CalXk;

b. mengkoordinir penyusunan laporan semester dan laporan keuangan
Pemerintah Daerah;

¢. menylapkan data dan dokumen berkenaan dengan belanja daerah;

d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penatausahaan
keuangan daerah,

e. melakukan evaluasi dan mengidentifikasi permasalahan berkaitan
dengan laporan keuangan SKPD serta memberikan alternatif pemecahan
masalah;

f.  melaksanakan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban fungsional dan
laporan realisasi anggaran pada SKPD;

g menyiapkan bahan penyusunan laporan  pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD pada SKPD;

h. melaksanakan rekonsiliasi dan konsilidasi laporan keuangan pada SKPD;

i. melaksanakan konsolidasi/rekonsiliasi laporan keuangan dengan BLUD;

j. melaksanakan pembinaan teknis penatausahaan keuangan daerah;

k. menyiapkan bahan pemberian peringatan/teguran atas keterlambatan
penyampaian laporan pertanggungjawaban fungsional;

1. menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Keuangan dan Barang
Milik Daerah;

m. menyusun Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

n. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah
dan sisdur akuntansi Pemerintah Daerah;

0. menyiapkan bahan-bahan pemeriksaan atas tugas dan fungsi Sub
Bidang; dan

p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Sub Bidang Akuntansi Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam

melaksanakan pembukuan sampai dengan pelaporan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimeksud pada ayat (1), Sub

Bidang Akuntansi Pelaporan mempunyai fungsi :
a. menyiapkan dan menyusun Laporan LRA, Neraca, LO, LPE, LPSAL, LAK

dan CalLXk;

b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penatausahaan

keuangan daerah;
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¢. melakukapn
dengan 1

evaluasi

dan  mengidentifikasi .
aporan |} gid~ntifikasi permasalahan berkaitan
masalah; ‘€uangan SKPD serta memberikan alternatif pemecahan
d. melaksanakan rekq

nsiliasi . .
Laporan Realisasi Angé;:; 1§§g;asf‘Kggr_mnggunglawaban fungsional dan
e. menyiapkan  bahap penyustnan ) aoor
pelaksanaan APBD padq poran

pertanggungjawaban
f laksanakan rekonsilj SKPD;

- melaksan onsiliasi dan konsilidasi la :
g melaksanakan pembinaan teknig penamusag:;ﬁgs:nmag.nar;lggga;smu
h. menyiapkan bahan pemberian peri 8 i

penyampaian laporan Pertanggungjawaban fungsional;

i. menyiapkan  bahan  penyelesaian o ,
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Ry permasalahan Tuntutan

i (TPT
Milik Daerah; g (TPTGR) Keuangan dan Barang

j. menyusun Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD:

k. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah
dan Sisdur Akuntansi Pemerintah Daerah;

1. menyiapkan bahan-bahan pemeriksaan atas tugas dan fungsi Sub
Bidang; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Aset
Pasal 27

Bidang Aset mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin,
mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang
meliputi perencanaan kebutuhan BMD, pengamanan aset, pemanfaatan aset
dan inventarisasi aset serta penghapusan aset.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Aset mempunyai fungsi : ‘

a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;

b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai
lingkup bidang tugasnya,

perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Badan yang meliputi perencanaan kebutuhan BMD,

pengamanan aset, pemanfaatan aset dan inventarisasi aset serta
penghapusan aset, yaitu :
1.

(2)

C.

penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik
daerah;

v

penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang-barang
milik daerah;

penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan

pengendalian barang milik daerah,;

4. penyelenggaraan penyimpanan, penyzluran,
pemeliharaan barang milik daerah.

pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanan tugas dengan SKPD
terkait;

menyusun dan menetapkan peraturan/kebijakan berkenaan dengan
pengelolaan aset daerah;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan pengelolaan aset serta
memberikan alternatif pemecahan masalah;

menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan untuk
dirumuskar. menjadi rencana anggaran kegiatan Bidang;

2.

3.

perawatan  dan
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j.

penylapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan
tugas dan tungsinya,

Pasal 28

\

(1) Bidang Aset, terdiri dari :

a.
b.
c.

Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan BMD;
Sub Bidang Pengama}naq dan Pemanfaatan Aset; dan
Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan Aset.

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 29

(1) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan BMD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyal tugas menyiapkan bahan kebijakan
teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja kebutuhan
barang milik daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bidang Perencanaan Kebutuhan BMD mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bidang;
b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk

C.

teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;

menyiapkan bahan penyusunan‘ Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah (RKPBMD);

menyiapkan bahan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah
(DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
(DKPBMD);

menyiapkan bahan penyusunan analisis standar harga barang;
menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis serta
pengendalian terhadap pemenuhan kebutuhan barang sesuai anggaran
barang milik daerah;

melaksanakan kajian teknis analisis kebutuhan barang milik daerah
sebagai bahan penyusunan kebijakan kebutuhan barang milik daerah
dan perencanaan anggaran barang milik daerah;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Sub
Bidang Perencanaan Kebutuhan BMD;

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau
lembaga/organisasi terkait; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 30

(1) Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Serta menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan
melaksanakan rencana kerja Seksi Pengamanan dan Pemanfaatan Aset.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset mempunyai fungsi sebagai
berikut:

a.
b.

C.

penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bidang;

penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk
teknis serta rencana strategis sesuai Jingkup tugasnya.

melakukan pengamanan, pengawasan, pengendalian, penyimpanan dan
penyaluran barang milik daerah.
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d. meng;
gadakan perawatan dan pemeliharaan barang inventaris.

¢. melakukan penert
. rtiban :
barang milik dacrah; penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan

f. menyiapka
dﬂcmlimﬁkbpa:nanldm melaksanakan pengolahan data barang milik
menyiapkan b ahy clenggaraan pemanfatan dan pendayagunaannya;

8 d} . unaan an dan menyusun system, prosedur pemanfatan,
pen f'f)alg{ b{hpembmaan dan pengendalian barang milik daerah;

h. menyiap al?l\ d‘ anh dan melaksanakan kajian teknis pendayagunaan
bgr'ang mi acrah untuk bahan penerbitan izin pemanfaatan barang
milik daerah;

i. melaksanakan monitoring, evalurs! dan pelaporan dalam lin Sub
Bidang Pengamanan daf'l Pc_manfaatan Aseg P ) gkup

j. melaksanakan koordmgm dengan unit k'exja lain dan/atau
lembaga/organisasi terkait; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 31

(1) Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan Aset sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
serta menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan
melaksanakan rencana kerja Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan
Aset.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bidang Inventarisasi dan Penghapusan Aset mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;

b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan Kebijakan, petunjuk
teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya.

c. melakukan penatausahaan barang milik daerah yang meliputi
pencatatan/pembukuan, inventarisasi dan pelaporan pengelolaan barang
milik daerah;

d. melaksanakan dan memproses penghapusan barang milik daerah;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan barang milik
daerah yang meliputi laporan mutasi barang, laporan semesteran, laporan
tahunan dan sensus barang milik daerah;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian teknis penyelenggaraan
penatausahaan barang milik daerah sebagai bahan perumusan kebijakan
tindak lanjut dalam pengelolaan barang milik daerah;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Sub
Bidang Inventarisasi dan Penghapusan Aset;

h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau
lembaga/organisasi terkait; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Pendaftaran dan Pendataan
Pasal 32

(1) Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas membantu Kepala
Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan
perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Badan yang meliputi pendaftaran, pendataan dan
penetapan Pajak Daerah. _

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi :
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d. Perumusan kebii
: an Kebijak n
Paak Daerap, Jakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan
b. pelaksanaay

mengolah dmgc:gz&”““ dan pendataan Wajib Pajak, menghimpun dan
! ek dan subjek pajak Daerah;
D Daftar Induk Wajib Pajak pagp.
c. pi?fk‘;;:%;“ dém Denctagan Pajak Daerah da'n Retribusi Daerah;
| gerpajak;n bcrl?a?itax}:egdmﬁbusm Serta  penyimpanan  surat-surat
Pajak Daerah; “18an pendaftaran, pendataan dan penetapan
{. menyiapkan bahan dan mep

. \]
dirumuskan menjadi rencang

Pasal 33

(1) Bidang Pendaftaran dan Pendataan, terdiri dar -
a. Sub Bidang Teknis Pendaftaran dan Pendataan;
b. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Perhitungan; dan
c. Sub Bidang Penetapan dan Arsip.
(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
Pasal 34

(1) Sub Bidang Teknis Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, mem

punyai tugas membantu Kepala Bidang
dalam melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap objek dan subjek
Pajak Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bidang Teknis Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi :
a. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran,
SPTPD/SPOP PBB yang telah diisi oleh Wajib Fajak;
b. melakukan pendataan terhadap objek dan subjek Pajak Daerah;
¢. melaksanakan penghitungan dan penetapan secara jabatan Pajak Daerah
serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);

melaksanakan penetapan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah
Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi
Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT /SKRDKBT), Surat Ketetapan
Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan
Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB);

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Sub
Bidang Teknis Pendaftaran dan Pendataan; '
f. melaksanakan  koordinasi dengan unit

kerja lain  dan/atau
lembaga/organisasi terkait; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 35

(1) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam
mengumpulkan, merumuskan dan menganalisa data serta penyusunan
kebijakan teknis dalam Sub Bidang Pengelolaan Data dan Perhitungan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bidang Pengelolaan Data dan Perhitungan mempunyai fungsi sebagai
berikut:
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e e e

rendistribusi : " validasi SSPD
a. mendistribusikan, menerima, meneliti kelengkapan dan validasi 5 P
BPHTR;

b. melakukan penilaian nilai jual objek pajak,

¢
d.
e

(1)

(2)

(1

—

(2)

{  melaksanakan koordinasi

menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan pelayanan PBB P-2,
melakukan pelayanan pengaduan di bidang Pajak Daerah;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Sub
Bidang Pengelolaan Data dan Perhitungan;

dengan unit kerja lain dan/atau
lembaga/organisasi terkait; dan

g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan
tugas dan fungsinya.

'

Pasal 36

Sub Bidang Penetapan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

ayat (1) huruf ¢, mempunyal tugas mcmbgntu Kepala Bidang dalam

mengumpulkan, merumuskan dan menganalisa data serta penyusunan

kebijakan teknis dalam Sub Bidang Penctapan dan Arsip. sub

Untuk melaksanakan tugas sebagalm_a;langc:.maksud pada ayat (1), Su

i n dan Arsip mempunyal fungst: .

Sldasg’nig:;zagzn mcmclilfara Daftar Induk Wajib Pajak dan menerbitkan
{artu Pengenal NPWPD; .

b. :\naerx:golahgdata formulir pendaftaran/SPOI?_ PBB P-2, menerbitkan dan
mendistribusikan SPPT PBB P-2 kepada Wajib Pajak;

c. mengolah data perolehan objek pajak BPHTB dan melakukan entry data
mutasi PBB P-2 berdasarkan SSPD BPHTB;

d. melakukan entri data hasil pelayanan PBB P-2 dan perubahan peta;

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Sub
Bidang Penetapan dan Arsip;

f. melaksanakan koordinasi dengan- unit kerja
lembaga/organisasi terkait; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan
tugas dan fungsinya.

lain dan/atau

Bagian Kedelapan
Bidang Penagihan dan Pendapatan
Pasal 37

Bidang Penagihan dan Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala
Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan
perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Badan yang meliputi Penagihan dan Pendapatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Penagihan dan Pendapatan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan
keberatan; .

pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan

pendapatan daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan,

c. pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan,

pembatalan_, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi,
kompensasi dan permohonan banding;

pelaksanaan  pemeriksaan untuk menguji
kewajiban perpajakan dan retribusi  dal
peraturan perundang-undangan;

b.

kepatuhan pemenuhan
am rangka melaksanakan

rqenyiapkzm bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan untuk
. dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Bidang;

penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan; dan
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(1) Bidang Penagihan dan p

(2) Sub Bidang sebagaimana
Bidang yang berada dibawah dan bertan

(1)

(2)

(1)

(2)

g. pelaksan

aan fungs;i |

tugas dan fungsinya

ain y; iberi
yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan

Pasal 38

\ endapa iri dari «
a. Sub Bidang Penagihan da}; pt%?,h;eprgtl:n(.lan '

b. Sub Bidang Keberatan dan p
c. Sub Bidang Peraturan dan P:?f:c?:;l;%nﬂgaa:gan

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub
ggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 39 7

Sub Bidang Penagihan dan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

38 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu ke ala bid dalam
melakukan penagihan dan dokumentasi pendapatan pajaf: Dzer;h?ng

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bidang Penagihan dan Pendapatan mempunyai fungsi : :

a. menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi
yang berhubungan dengan penagihan;

b. melakukan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan
daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;

c. memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;

d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Sub
Bidang Penagihan dan Pendapatan:

e. melaksanakan ° koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau
lembaga/organisasi terkait; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 40

Sub Bidang Keberatan dan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam

memproses pembetulan pembatalan, pengurangan Kketetapan dan

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi serta kebijakan teknis

dalam Sub Bidang Keberatan dan Penghapusan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bidang Keberatan dan Penghapusan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;

b. memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;

c. melaksanakan penghitungan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah
(SKPD/SKRD), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar
(SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih
Bayar (SKPDLB/SKRDLB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah
Kurang Bayar Tambahan(SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan
Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN);

d. memproses Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding;

memproses kompensasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan
daerah lainnya;
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Sub
Bidang Keberatan dan Penghapusan;

g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau

lembaga/organisasi terkait; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan

tugas dan fungsinya.
. 19
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Pasal 41

(1) 3;25;1;1% 313861;16;tautﬁ(11n liian Perundang-Un.dangan sebagaimana dima.ksud
dalam melakukan Pem):l' t;m‘f ¢, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
daerah serta menguml an tentang Pajak daerah retribusi dan pendapatan

) .. pulkan, merumuskan dan menganalisa data serta
penyusunan kebijakan teknis Sub Bidang Peraturan dan Perundang-
Undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bidang Peraturan dan Ift{mndang-undangan mempunyai fungsi :

a. mengadakan penclitian lapangan pajak daerah, retribusi daerah dan
pendapatan daerah lainnya;

b. melakukan penelitian lapangan - atas permohof;an keberatan dan
pengurangan pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah;

c. melakukan penelitian lapangan atas permohonan mutasi PBB P-2;

d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Sub
Bidang Peraturan dan Perundang-Undangan; .

e. melaksanakan koordinasi dengan unit  kerja lain dan/atau
lembaga/organisasi terkait; dan

f. pelaksanaan fungsi Jain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan

tugas dan fungsinya.

' BABV
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 42

(1) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A dapat dibentuk Unit
Pelaksana Teknis vang melaksanakan kegiatan teknis operasional badan
dan/atau kegiatan teknis penunjang te-tentu.

(2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada
peraturan perundang—undangan. -

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 43

(1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang
Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 44
Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub

B.ida.ng, Ifepala Unit Pelaksana Teknis dan jabatan fungsional, diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
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(1) Kepala B
pratama.
(2) Sekretaris merapa

(3) Kepala Bidang merup Jabatan eselon Illa

(4) Kepala Sub Bagian ga. J203tan eselo atau jabatan administrator.
atau j an Kepala Sub pry (LD atau jabatan admini
Jabatan pengaWaS a Sub Bida.n .a ministrator.
. g merupakan jabatan eselon IVa
BAB VI
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu ’
Tata Kerja
Pasal 46

(1) Dalam melaksanakan tugasn

jabatan fungsional wajil% mﬁériiﬁgﬁh ;)s;n i jab.atan strultural dan
smkronisa§i, baik dalam lingkungan masinsgl.gnaks?srdma?i' integrasi dan
satuan k.erJa.yang lain sesuai dengan tugas dan fungsii :mt TRApRE: SR

(2) Senap pimpinan unit kerja di Badan Pengelolaan Kelyla;l an Daerah wajib
memimpin, .membina, mengawasi, mengendalikan mgen ar:t(:lrcan wg;;n
mengevaluasi serta memberi petunjuk kerja kepada bav’vahannga

(3) Kepala Badan dan scluruh pejabat struktural di Badan ' pengelolaan
Ke\_.langa:n Daex.'ah wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat dalam
unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan
untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Laporan
Pasal 47

(1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara
periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau
keterangan kepada Bupati perihal kebijakan yang ditetapkan.

(2) Setiap pimpinan unit kerja di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah wajib
mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu serta
memberikan penjelasan teknis atau ieterangan kepada atasan masing-
masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Setiap pimpinan unit kerja di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah wajib
mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai
bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada

Bupati guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

an Keuangan Daerah sebagaimana

Struktur Or anisasi Badan Pengelola
X tidak terpisahkan dari

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
Peraturan Bupati ini.
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BAB X
PENUTUP

. i
1 13 tu

Pasal 49

r .
(éalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai

n dj . h
latur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

ora \ P
upati inj dengr;i Mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
bOng, Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang

Ditetapkan di Curup
g tanggal %7 Lrsember 2016

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 27 December 2016

[IZ%N REJANG LEBONG,

Q\c Sum——=

\g %
§D4m,\@y£.DENNI

¥

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2016 NOMOR (/0y
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